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BAB I 
GAMBARAN UMUM 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Akhir–akhir ini di Indonesia banyak sekali terjadi otonomi daerah yang 
merupakan akibat terjadinya reformasi. Dengan adanya otonomi daerah mau tidak 
mau tiap daerah otonom tersebut harus mampu membiayai kebutuhan belanja 
daerahnya sendiri yang pada kenyataanya tidak sedikit, di sinilah peran dari 
Pendapatan Daerah. 
Pendapatan asli daerah terkumpul dari beberapa aspek dan salah satunya adalah 
Pajak. Ada dua jenis pajak, yaitu Pajak Pusat atau Pajak Propinsi dan juga Pajak Daerah. 
Pajak Daerah memiliki banyak sekali jenisnya dan salah satunya adalah PAJAK 
REKLAME. Dengan seiring berkembangnya jaman dan banyaknya produk barang, jasa 
dan kegiatan yang muncul, reklame menjadi hal yang sangat penting bagi produsen 
barang maupun jasa guna memasarkan produk yang mereka tawarkan, bahkan saat ini 
hampir di semua daerah  di Indonesia terdapat reklame baik berbentuk papan, 
selebaran maupun dengan bentuk–bentuk lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
daerah. Begitu juga di wilayah Kabupaten Sukoharjo, dengan adanya reklame yang 
mereka tempatkan di berbagai tempat yang mereka anggap strategis, secara tidak 
langsung mereka mengenalkan masyarakat akan produk yang mereka tawarkan. Baik 
disadari ataupun tidak reklame sangatlah membantu meningkatkan ketertarikan 
masyarakat atau konsumen kepada produk yang mereka tawarkan sehingga 
masyarakat mulai mencoba bahkan menyukai produk tersebut. Itulah nilai penting dari 
sebuah reklame, oleh karena itu dewasa ini bisnis periklanan atau reklame berkembang 
dengan pesatnya bahkan di Kabupaten Sukoharjo. Tetapi sebesar apakah kontribusi 
pajak reklame terhadap pendapatan daerah sehingga mampu menjadi salah satu 
kontribusi utama pada pendapatan daerah dan bagaimanakah pemerintah daerah 
mengawasi laju perkembangan pajak reklame tersebut agar tetap maksimal, dan apa 
sajakah kesulitan pemerintah daerah dalam mengawasi perkembangannya? Dengan 
alasan itulah penulis mengangkat judul TARIF REKLAME di TEMPAT–TEMPAT 
STRATEGIS dan KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasar latar belakang di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah, di 
antaranya: 
1. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah dari tahun 
2004 sampai tahun 2006? 
2. Apa saja hambatan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengawasi tertib 
tidaknya Wajib Pajak memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pajak 
reklame dan penerapan sanksinya? 
3. Cara apakah yang ditempuh pemerintah daerah guna memaksimalkan 
pendapatan daerah lewat pajak reklame? 
 
 
 C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan permasalahan yang ada, dapat ditarik beberapa tujuan penelitian, 
di antaranya: 
1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap 
pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2004 – 2006. 
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo dalam mengawasi tertib tidaknya wajib pajak memenuhi 
kewajibannya sehubungan dengan pajak reklame dan cara mengatasinya. 
3. Untuk mengetahui program atau upaya-upaya pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
guna memaksimalkan pendapatan daerah lewat pajak reklame. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Dipenda Sukoharjo 
 Merupakan sumbangan dalam mengevaluasi penerimaan pajak reklame di 
Kabupaten Sukoharjo. 
2. Bagi penulis 
Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu perpajakan yang telah didapat pada 
kenyataan yang sesungguhnya. 
3. Bagi pihak lain 
 Sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa mendatang. 
 
  
E. Metodologi Penelitian 
1. Obyek penelitian: 
a. Pajak reklame. 
b. Upaya–upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten 
Sukoharjo. 
2. Data dan sumber data: 
a. Data primer 
Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak–pihak yang terkait. 
b. Data Sekunder 
Data lain yang diperoleh dan berguna dalam mendukung data primer. 
c. Metodologi pengumpulan data 
· Observasi 
Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung 
terhadap obyek penelitian. 
· Metode wawancara 
Metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 
secara langsung dengan pihak–pihak terkait yaitu Badan Pengelola 
Keuangan Daerah kota Sukoharjo.  
· Metode dokumentasi 
Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, 
laporan–laporan, ataupun tulisan dari petugas Dipenda setempat. 
F. Deskripsi Kabupaten Sukoharjo 
1. Sejarah Kabupatean Sukoharjo 
Pada masa awal kemerdekaan, Sukoharjo merupakan salah satu 
kawedanan (sekarang wilayah pembantu bupati) dari 4 kawedanan yang ada di 
Surakarta, yaitu kawedanan Kartasura, Surakarta, Bekonang, Sukoharjo. Seiring 
berjalannya waktu kawedanan Surakarta berubah menjadi Haminto Surakarta 
atau Kotapraja (Kotamadya) yang terpisah dari Kabupaten Surakarta. Sedangkan 
Kabupaten Surakarta berubah menjadi Kabupaten Sukoharjo yang meliputi 
kawedanan Kartasura, Bekonang dan Sukoharjo. Adapun istilah kawedanan 
sekarang berubah menjadi wilayah pembantu bupati. 
Berdasar Penetapan Pemerintah No. 16 /SD tanggal 15 Juli 1946, yang 
dibentuk dengan Surat Kepala Daerah tungkat II Sukoharjo No. 17 Tahun 1986 
tentang hari lahir Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan 
Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 188. 3 / 840 / 1986 dan dituangkan 
dalam lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 seri D No 2 
tanggal 9 Januari 1987, maka pada tanggal 15 Juli 1946 ditetapkan sebagai hari 
lahirnya Kabupatean Sukoharjo. 
Sebelum dipegang oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), tugas 
untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam 
bidang pengelolaan keuangan daerah dipegang oleh Dinas Pendapatan Daerah     
(Dipenda ). Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo No. 20 Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pendapatan Daerah. Kabupaten Sukoharjo mengubah Dinas Pendapatan 
Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah, keputusan tersebut berdasar 
peraturan No.10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, sehingga Perda No. 20 Tahun 
1990 mulai tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi namun pejabat struktural 
Dipenda yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugas dan kewajibanya 
sampai dilantik pejabat structural Badan Pengelola Keuangan Daerah. 
  
2. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara : Kota Surakarta 
b. Sebelah Timur : Kabupatean Karanganyar 
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri 
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Boyolali dan  
                                                     Kabupaten Klaten 
 Letak Geografis 
a. Bagian ujung sebelah timur  : 110  51’ 33, 70’ BT 
b. Bagian ujung sebelah barat  : 110 42’ 06,79’ BT 
c. Bagian ujung sebelah utara  : 7 32’ 7,00’ LS 
d. Bagian ujung sebelah selatan : 749’ 32,00’ LS 
 
 
3. Struktur Organisasi BPKD 
A. Susunan dan Struktur Organisasi BPKD 
Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematika tentang 
pembagian pekerjaan. Dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi 
masing–masing bagian, dan kepada siapa bagian–bagian tersebut harus 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja pekerjaan. 
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang 
pengelolaan keuangan dipegang oleh Dipenda. Hal ini telah diatur dalam 
ketetapan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 20 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dipenda kabupaten daerah tingkat 
II Sukoharjo. Dengan adanya perda pengganti No. 10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan, Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan 
Organisasi Bdan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo maka 
tugas–tugas dan pengelolaan tersebut dipegang oleh BPKD, dan perda 
daerah Kabupatean Sokoharjo No. 20 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku. 
Sehubungan dengan perda Kabupaten Sukoharjo No. 10 Tahun 2001 
tersebut, maka perlu diatur penjabaran tugas pokok dan fungsi BPKD 
Kebupaten Sukoharjo. Hal ini diatur dengan keputusan Bupati Sukoharjo No. 
21 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Poko dan Fungsi Pengelola 
Keuangan Daerah Sukoharjo. Dalam Keputusan ini yang dimaksud BPKD 
merupakan instansi yang tugasnya membantu bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan 
daerah. 
Susunan Badan Pengelola Keuangan Sukoharjo terdiri dari beberapa 
bidang, di antaranya sebagai berikut: 
1. Bidang sekretariat terdiri dari: 
a. Sub bidang kepegawaian. 
b. Sub bidang keuangan. 
c. Sub bidang umum. 
2. Bidang perencanaan dan penyusunan anggaran terdiri dari: 
a. Sub bidang perencanaan anggaran.     
b. Sub bidang anggaran penerimaan. 
c. Sub bidang anggaran belanja. 
3. Bidang pendapatan terdiri dari: 
a. Sub bidang pendapatan dan pendataan. 
b. Sub bidang penetapan. 
c. Sub bidang penagihan. 
d. Sub bidang pendapatan lain–lain. 
4. Bidang perbendaharaan: 
a. Sub bidang belanja rutin non pegawai. 
b. Sub bidang rutin pegawai. 
c. Sub bidang belanja modal pembangunan. 
5. Bidang verifikasi terdiri dari: 
a. Sub bidang verifikasi kas. 
b. Sub bidang verikasi belanja non pegawai. 
c. Sub bidang belanja rutin pegawai. 
d. Sub bidang belanja modal datau pembangunan. 
6. Bidang kas terdiri dari: 
a. Sub bidang penerimaan. 
b. Sub bidang pengeluaran. 
c. Sub bidang pengendalian. 
7. Bidang penata usahaan dan akuntansi: 
a. Sub bidang tata usaha keuangan dan pembangunan. 
b. Sub bidang pelaporan, analisis data keuangan dan sistem 
akuntansi. 
 
B. Tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah: 
1. Dalam melaksanakan tugasnya setiap organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam dalam lingkungan unit organisasi masing–
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah 
daerah dengan instansi lain diluar pemerintah pemerintah daerah 
sesuai dengan tugas masing–masing. 
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahanya 
masing–masing dan bila terjadi penyimpangan, pemimpin berhak 
mengambil langkah–langkah yang diperlukan sesuai dengan undang–
undang yang berlaku. 
3. Setiap pemimpin organisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasi bawahan masing–masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 
4. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi 
petunjuk dan tanggung jawab kepada asatuan masing–masing serta 
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 
laporan lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
LANDASAN TEORI, PENYAJIAN DATA 
DAN ANALISIS/ PEMBAHASAN 
 
 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Pajak 
 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Perpajakan (edisi refisi 2003) Pajak 
adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang–undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.  
 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur–unsur: 
a) Iuran dari rakyat kepada negara. 
b) Berdasar udang–undang. 
c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung. 
d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
 
2. Pengertian Pajak Daerah 
 Menurut Undang–Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah, pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan–peraturan perundang–
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan 
pemerintahan daerah dan pembanghunan daerah untuk memantapkan otonomi 
daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 
Pajak daerah dikelompokkan menjadi dua macam: 
1. Pajak propinsi, terdiri dari: 
ü Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 
ü Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Ataa Air. 
ü Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
ü Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan. 
2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari: 
ü Pajak Hotel, 
ü Pajak Restoran, 
ü Pajak Hiburan, 
ü Pajak Reklame, 
ü Pajak Penerangan Jalan, 
ü Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 
ü Pajak Parkir, 
ü Pajak lain–lain. 
 
  
 
3. Pajak Reklame 
1. Pengertian Pajak Reklame 
 Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai 
potensi cukup baik dalam meningkatkan pendapatan daerah. Reklame 
adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan 
dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 
memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau 
orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar 
dari suatu tempat oleh umum. 
2. Dasar hukum pajak reklame   
a) Undang–Undang no. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang–Undang no. 34 Tahun 2004. 
b) Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 170 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 
c) Undang–Undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 
3. Penyelenggara reklame 
Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang 
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 
 4. Subyek dan obyek pajak reklame 
Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan atau memesan reklame. Obyek reklame adalah semua 
penyelenggaraan reklame yang meliputi: 
a) Reklame papan (billboard) 
 Adalah reklame yang antara lain yang diselenggarakan 
menggiunakan papan kayu, plastik, fiber glass, logam, atau 
sejenisnya yang dipasang pada tempat yang disediakan atau 
dengan cara di gantung. 
b) Reklame kain  
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, karet, 
atau bahan kain yang sejenis. 
c) Reklame melekat (stiker) 
 Adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas yang 
diselenggarakan dengan ditempelkan, atau dipasang pada 
benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 
centimeter persegi lebarnya. 
d) Reklame selebaran 
Adalah reklame reklame yang disebar, diberikan, atau dapat 
diminta, dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, atau 
dilekatkan pada benda lain. 
e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan 
ataupun ditempatkan pada kendaraan. 
f) Reklame suara 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 
kata–kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dan atau 
oleh perentara alat atau pesawat apapun. 
g) Reklame film (slide) 
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan–
bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan 
atupun diperagakn pada layer atau benda lain atau dipancarkan 
dan diperagakan melalui pesawat televisi. 
h) Reklame peragaan 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 
i) Reklame udara. 
Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. 
j) Reklame bersinar 
k) Reklame neon sign 
l) Reklame neon box 
 Pengecualian dari obyek pajak reklame yaitu penyelenggaraan 
reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan 
reklame melalui televisi, radio, warta harian, dan penyelengaraan reklame 
lainya yang ditetapkan oleh bupati.  
5. Wilayah pemasangan reklame 
 Adalah batasan–batasan wilayah tertentu sesuai dengan 
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk 
pemasangan reklame. 
6.  Tata cara pengajuan permohonan izin 
 Setiap reklame baru dapat dipasang setelah mendapat izin dari 
walikota Sukoharjo. Izin memasang diperoleh dengan cara mengajukan 
permohonan tertulis di atas formulir yang telah disediakan oleh dinas 
pendapatan daerah. 
Dalam formulir ini diuraikan keterangan–keterangan tentang: 
a.  Nama dan alamat pemohon. 
b.  Jenis, bahan, perlengkapan reklame. 
c. Ukuran reklame dan ketinggian reklame. 
d.  Bunyi, isi, naskah, gambar atau foto reklame. 
e. Tempat memasang reklame. 
f. Klasifikasi jalan dimana reklame dipasang. 
g.  Gambar rencana kontruksi reklame. 
h. Posisi reklame yang akan dipasang. 
i.  Keterangan–keterangan lain yang dianggap perlu. 
7. Prosedur–prosedur pemasangan reklame 
Dalam pajak reklame terdapat prosedur–prosedur pemasangan 
reklame itu sendiri, prosedur–prosedur tersebut dimaksud agar apa yang 
menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa hal dari 
maksud dan tujuan pelaksanaan pemasangan reklame yang patut 
diperhatikan, yaitu: 
a. Standar reklame 
Penentuan apakah reklame tersebut telah sesuai dengan 
standarisasi atau belum, sepenuhnya menjadi tugas tim penataan 
reklame untuk mengaturnya. Maksud dan tujuan pengaturan itu 
adalah untuk menunjang kebersihan, keindahan, keamanan, dan 
ketertiban pemerintah kota Sukoharjo, serta mengoptimalkan 
pemanfaatan ruang kota. 
b. Peta lokasi reklame 
 Pengertian dari peta lokasi adalah setiap wilayah atau 
kawasan yang menggambarkan lokasi- lokasi dan kawasan–kawasan 
pemasangan reklame dikelompokkan ke dalam 
a. Lokasi 
Ø Pariwisata, budaya dan olah raga. 
Ø Perdagangan atau perniagan. 
Ø Industri pariwisata atau jasa. 
Ø Perkantoran, pendidikan. 
Ø Fasilitan sosial. 
Ø Fasilitas transportasi. 
Ø Pergudangan. 
Ø Industri. 
Ø Perumahan. 
b. Kelas jalan. 
Ø  Protokol. 
Ø Ekonomi. 
Ø Lingkungan. 
8. Cara Penghitungan Besarnya Pajak Reklame 
 Besar pajak reklame dihitung dengan beberapa komponen, meliputi 
sebagai berikut: 
a. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa. 
b. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. 
c. Nilai sewa diperoleh dari Kilai Jual Obyek Pajak + Nilai Strategis.  
   Perhitungan  NJOP berdasarkan besarnya komponen biaya 
penyelenggara reklame, meliputi: 
v Biaya pemasangan reklame. 
v Biaya pemeliharaan. 
v Lama pemasangan. 
v Lokasi dan Jenis reklame. 
9. Perhitungan Nilai Strategis 
Berdasarkan klasifiksasi penentuan nilai strategis. Faktor – faktor 
yang mempengaruhi antara lain: 
c. Kelas jalan dimana reklame tersebut dipasang. 
d. Lokasi peletakan reklame. 
e. Ketinggian reklame. 
f. Luas reklame. 
Penghitungan nilai strategis dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Konstruksi di atas bangunan adalah nilai titik x harga dasar 
diperhitungkan dari 50% NJOP PBB berlaku saat membayar 
pajak. 
b. Non kontruksi atau menempel pada bangunan adalah nilai 
titik x harga dasar yang diperhitungkan dari 25% NJOP PBB 
yang berlaku saat membayar. 
a. Penghitungan tanah negara dan pribadi. 
Tanah Negara  =   100%  x  nilai strategis. 
Tanah Pribadi  =     60%  x  nilai strategis. 
 
4. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame. 
Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai sewa reklame reklame 
ditentukan berdasarkan lama pemasangan nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. 
Tarif reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa. 
Dalam hak reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan reklame untuk kepentingan diri sendiri maka nilai sewa reklame 
dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama 
pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. 
Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa 
reklame ditentukan jumlah untuk suatu masa pajak penyelenggaraan reklame 
dengan memperhitungkan biaya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis lokasi 
dan jenis reklame. 
 
5. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak 
1. Berdasarkan SPTPD Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang 
dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat 
Ketetapan Pajak Daerah adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang, apabila Surat Ketetapan Pajak tidak 
dibayar atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak 
SKPD diterima maka dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2% per 
bulan dan tagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi 
berupa denda atau bunga. 
2. Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD ini digunakan untuk menghitung, 
memprhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yagn terutang. Dalam 
jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutang pajaknya Bupati Kepala 
Daerah menerbitkan: 
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). 
 SKPDKB adalah surat keputusan yang menetukan besarnya 
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi 
sedang jumlah yang masih harus dibayar. 
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 
 SKPDKBT adalah surat keputusan yang menetukan tambahan 
atau jumlah pajak yang ditetapkan. 
c. Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil (SKPDN). 
  SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah 
pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
 
6. Tata Cara Pembayaran 
Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk 
oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTPD, SKPD, 
SKPDKB dan STPD. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau  lunas. Bupati 
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk 
mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. Angsuran Pembyaran pajak harus dilakukan secara 
teratur dan berturut–turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari 
jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang bayar. 
  
 
7. Pengertian–pengertian lain dalam Pajak Reklame 
a. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan 
potensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajak masing–
masing dan membayar seluruh pajak terutang (Devas, 1989:144). 
b. Efektif merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 
peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan atau target yang telah 
ditetapkan (Handoko, 1948:7). 
c. Potensi secara umum adalah suatu kemampuam yang berpengaruh terhadap 
kemajuan secara tertentu atau daya, kekuatan dan kesanggupan untuk 
menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima 
dalam keadaan sesungguhnya di lapangan di nilai secara seratus persen. 
 
8. Teknik pengolahan data: 
 Untuk menghitung keefektifan penerimaan pajak reklame dan tingkat 
perkembanganya, dapat dirumuskan sebagai berikut: 
a. Untuk menghitung keevektifan penerimaan pajak reklame, dilihat dari 
perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak reklame yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  
Keefektifan = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame  
                    100 % 
     Target Penerimaan Pajak Reklame 
 
b. Untuk menghitung potensi penerimaan pajak reklame, dilihat dari komponen 
penentuan potensi reklame. Penghitunganya dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
 Potensi Reklame = Jumlah Reklame X Ukuran Reklame X Jumlah hari X 
Tarif Reklame. 
 
c.   Untuk menghitung laju pertumbuhan atau ratio pertumbuhan penerimaan 
pajak reklame dilihat dari perbandingan antara penerimaan tahun lalu  
dengan tahun sekarang yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Rasio Pertumbuhan =  
realisasi tahun X – realisasi tahun (X – 1)  
             100 % 
     realisasi tahun (X – 1)   
 
 
CATATAN : Target diperoleh dengan cara BPKD Sukoharjo mengajukan 
perencanaan ( pendataan dilakukan oleh dua orang ) kepada DPRD 
Sukoharjo, kemudian DPRD dan BPKD melakukan perundingan untuk 
menentukan target yang akan dicapai pada tahun bersangkutan. 
 
 
B. Penyajian Data dan Pembahasan 
1. Analisis Potensi 
Potensi secara umum adalah kemampuan yang berpengaruh terhadap 
kemajuan secara tertentu atau daya, kekuatan dan kesanggupan untuk 
menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam 
keadaan sesungguhnya di lapangan di nilai secara seratus persen. Analisis ini 
digunakan untuk mengetahui bagaimana Badan Pengelola Keuangan Daerah kota 
Sukoharjo menentukan seberapa besar potensi pajak reklame sebagai dasar 
penetapan target penerimaan pajak reklame. 
 Analisis Potensi pajak reklame dapat dirumuskan sebagai berikut: 
 Potensi Reklame  : 
jumlah reklame x ukuran reklame x jumlah hari x tarif reklame. 
        (Prakoso, 2003) 
 
Dalam perhitungan Potensi Pajak Reklame di Badan Pengelola Keuangan 
Daerah Kabupatan Sukoharjo penulis dalam menemukan perhitungan nilai potensi 
yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupatan Sukoharjo mengacu 
pada ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. (Pajak Reklame menurut Perda 
No. 12 Tahun 2003). Perhitungan potensi yang ada di Badan Pengelola Keuangan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan cara:  
Besar pajak reklame dapat dihitung melalui beberapa komponen, yaitu: 
a.   Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa. 
b. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. 
c. Nilai sewa diperoleh dari Nilai Jual Obyek Pajak + Nilai Strategis. 
 
 
 
Perhitungan NJOP berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggara 
reklame, meliputi: 
a. Biaya pemasangan reklame. 
b. Biaya pemeliharaan. 
c. Lama pemasangan. 
d. Lokasi dan Jenis reklame. 
 Perhitungan Nilai Strategis. 
Berdasarkan klasifiksasi penentuan nilai strategis. Faktor–faktor yang 
mempengaruhi antara lain: 
a. Kelas jalan di mana reklame tersebut dipasang. 
b. Lokasi peletakan reklame. 
c. Ketinggian reklame. 
d. Luas reklame. 
Penghitungan nilai strategis dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Konstruksi di atas bangunan adalah nilai titik x harga dasar diperhitungkan 
dari 50% NJOP PBB berlaku saat membayar pajak. 
b. Non kontruksi atau menempel pada bangunan adalah nilai titik x  harga 
dasar yang diperhitungkan dari 25% NJOP PBB yang berlaku saat 
membayar. 
b. Penghitungan tanah negara dan pribadi. 
Tanah Negara  =   100%  x  nilai strategis. 
Tanah Pribadi  =     60%  x  nilai strategis. 
 
 
Tabel II.1 
Perbandingan 
Potensi Pajak Reklame 
Selama tahun 2006 di BPKD Kota Sukoharjo 
 
 Penulis BPKD Persentase 
Potensi 1.294.981.656 1.035.985.325 125,00% 
Target 1.250.000.000 1.000.000.000 125,00% 
Selisih      44.981.656      35.985.325 125,00% 
   Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukoharjo, data diolah. 
 
Dalam perhitungan Potensi Pajak Reklame di Badan Pengelola Keuangan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo, penulis dalam memperhitungkan nilai potensi 
berdasar pada ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku pada tahun 2006 
setidaknya potensi yang dapat dicapai sebesar Rp 1.294.981.656,00 sedangkan 
target potensi yang ditetapkan oleh BPKD adalah sebesar Rp  1.035.985.325,00. 
Paling tidak sebanyak 15 hingga 17 wajib pajak tidak memenuhi perhitungan 
pembayaran sesuai dengan ketetapan Perda dengan jumlah ketetapan sebesar Rp 
258.996.331,00 denga prosentase sebesar 125,00%. Melihat hal ini penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Kota Sukoharjo kurang efektif dan kurang optimal dalam menentukan besarnya 
potensi, karena potensi yang ada pada keadaan yang sesungguhnya berbeda 
cukup jauh dari potensi yang telah ditetapkan oleh badan Pengelola Keungan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo. Mungkin kurangnya pengawasan, pemeriksaan dan 
masih adanya sistem negosiasi yang menjadikan penerimaan potensi oleh BPKD 
Sukoharjo menjadi kurang maksimal 
 
Tabel II.2 
Potensi dan Target Pajak Reklame 
Kabupaten Sukoharjo 
Tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2006 
 
Tahun 
Anggaran 
Potensi Pajak Reklame 
( Rp ) 
Target Pajak Reklame 
( Rp ) 
2004    754.563.350,00    675.000.000,00 
2005    889.219.400,00    853.110.000,00 
2006 1.035.985.325,00 1.000.000.000,00 
  Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Sukoharjo. 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui perbandingan antara potensi pajak 
reklame dengan target pajak reklame selama 3 tahun dari tahun 2004 hingga 
tahun 2006. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 potensi pajak reklame sebesar 
Rp 754.563.350,00 dengan target sebesar Rp 675.000.000,00 dan pada tahun 
2005 potensi pajak meningkat menjadi Rp 889.219.400,00 dari target yang 
ditetapkan sebesar Rp 853.110.000,00 sedangkan pada tahun 2006 potensi pajak 
kembali meningkat menjadi Rp  1.035.985.325,00 dari sasaran target sebesar Rp 
1.000.000.000,00  
Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa besar potensi pajak 
reklame dari tahun 2003 hingga tahun 2005 selalu lebih besar dari target yang 
ditetapkan oleh BPKD. Hal ini tidak dapat terlepas dari peran Dewan yang 
menetapkan besarnya target, apabila Dewan menetapkan target sebanding 
dengan potensi pajak yang sebenarnya, maka BPKD akan meningkatkan kinerjanya 
guna mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian peningkatan target 
sangat diperlukan agar kinerja BPKD lebih efektif dan lebih baik lagi. 
Jika Dewan dapat menetapkan target sebanding dengan keadaan 
sebenarnya atau paling tidak mendekati dengan potensi pajak reklame yang ada 
maka tidak dapat dipungkiri pendapatan daerah dari sektor pajak reklame akan 
lebih maksimal. Tetapi memang tidak semudah membalik telapak tangan untuk 
mewujudkan keadaan tersebut mengingat ketika menetapkan target dewan juga 
harus mempertimbangkan keadaan wajib pajak dan beberapa faktor lain yang 
ada, misalnya kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, 
kondisi perekonomian yang belum stabil, kurangnya sosialisasi tentang pajak dan 
masih ada beberapa masalah yang memang perlu untuk dibenahi. 
Faktor pertimbangan dalam penentuan target pajak reklame yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupatan Sukoharjo pada tahun anggaran 
2004 hingga tahun 2006 adalah sebagai berikut: 
a. Realisasi dari tahun yang lalu. 
b. Potensi yang terdapat di Sukoharjo. 
c. Tingkat keefektivan pemungutan dari pajak reklame. 
d. Upaya peningkatan di tiap tahunnya. 
 
 
 
2. Analisis Keefektifan 
Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui besarnya tingkat target, 
realisasi, peningkatan dan penurunan serta persentase pendapatan dari pajak 
reklame. Pengertian–pengertian efektifitas menurut beberapa ahli: 
a. Keefektifan adalah suatu keadaan yang terjadi akibat suatu keadaan yang 
dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud 
tertentu dan memang dikehendakinya maka orang itu dikatakan efektif 
apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagai yang 
dikehendakinya (Gie, 1968:108). 
b. Keefektifan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak 
dan potensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajak 
masing–masing dan membayar seluruh pajak terutang (Devas, 1968:144). 
Untuk mengetahui dan menghitung seberapa efektif dan potensi pajak reklame 
akan disajikan dalam tiga tahun terakhir: 
Untuk menghitung efektifitas penerimaan pajak reklame, dilihat dari 
perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak reklame (Halim, 
2001:153).  
 
Dengan rumusan sebagai berikut: 
Keefektifan =        Realisasi Penerimaan Pajak Reklame  
                100 % 
 Target Penerimaan Pajak Reklame   
 
Tabel II.3 
Realisasi dan Target Pajak Reklame 
Kabupaten Sukohrjo 
Tahun Anggaran 2004 sampai dengan tahun 2006 
  
Tahun  
Anggaran 
Target 
( Rp ) 
Realisasi 
( Rp ) 
Persentase 
% 
2004 675.000.000 754.563.350 111,79 
2005 853.110.000 889.819.400 104,31 
2006 1000.000.000 1.035.985.325 103,60 
 Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukoharjo, data diolah. 
 
 
2004     =      %100
000.000.675
350.563.754
´     =  111,79% 
 
 
2005     =      %100
000.110.853
400.819.889
´     =  104,31% 
 
2006     =     %100
000.000.000.1
325.985.035.1
´    =  103,60% 
 
Dari tabel II.3 di atas dapat diketahui tingkat penerimaan pajak reklame 
selama tiga tahun yaitu dari tahun 2004 hingga tahun 2006. Pada tahun anggaran 
2004 rasio penerimaan sebesar 111,79% dari target penerimaan sebesar Rp 
754.563.350. Pada tahun 2005 persentase penerimaan pajak mengalami 
penurunan sebesar 7,48% dari 111,79% menjadi 104,31% dari penerimaan target 
sebesar Rp 853.110.000 dan pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan 
sebesar 0,71% dari target penerimaan sebesar Rp 1.000.000.000. 
Jika dilihat dari sisi persentase penerimaan pajak reklame dari tahun 2004 
hingga akhir tahun 2006 yang terus mengalami penurunan, di sini dapat dilihat 
bahwa kinerja BPKD yang kurang optimal karena persentase penerimaan terus 
menurun tetapi jika melihat dari sisi target tahun 2004 hingga tahun 2006, BPKD 
dapat melaksanakan tugasnya dengan cukup baik karena walaupun target 
ditingkatkan BPKD tetap dapat mencapai target yang ditetapkan oleh dewan. 
 
3. Analisis Rasio Penerimaan 
Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui prospek atau peluang ke 
depan pajak reklame terhadap pajak daerah (Halim, 2001), dengan rumus sebagai 
berikut: 
Rasio Pertumbuhan =  
realisasi tahun X – realisasi tahun (X – 1)  
             100% 
     realisasi tahun (X – 1)   
 
Laju pertumbuhan pajak reklame dapat diukur dengan perbandingan 
antara realisasi penerimaan pajak reklame tahun tertentu setalah dikurangi 
realisasi penerimaan tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Laju 
pertumbuhan ini digunakan untuk mengetahui prospek atau peluang ke depan 
pajak reklame terhadap pajak daerah. Apabila dari tahun ke tahun laju 
pertumbuhannya meningkat terus, ini berarti menunjukkan bahwa peluang atau 
perkembangannya pajak reklame untuk tahun yang akan datang sangat baik. 
Untuk mengetahui laju pertumbuhan di Kabupaten Sukoharjo selama tiga tahun 
dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel II. 4 
Tingkat Pertumbuhan Pajak Reklame 
Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Anggaran 2004 sampai dengan tahun 2006 
 
   Tahun                 Realisasi x         Realisasi tahun (x – 1)       Tingkat Pertumbuhan 
Anggaran                  ( Rp )                     ( Rp )                                ( Rp ) 
 
 2004                754.563.350                  -                                        - 
 
 2005               889.819.400           754.563.350                         17,93% 
 2006            1.035.985.325           889.819.400                         16,43% 
Total tingkat pertumbuhan                                                               34,36% 
Rata – rata tingkat pertumbuhan                                                      17,18% 
 
 Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah.  
 
2005 = %100
350.563.754
350.563.754400.819.889
´
-
 =   17,93% 
 
2006 = %100
400.819.889
400.819.889325.985.035.1
´
-
 =   16,43% 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio penerimaan pajak reklame 
dari tahun 2005 hingga akhir tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 1,5% 
memang penurunan yang tidak begitu besar tetapi secara tidak langsung dapat 
diketahui bahwa ada permasalahan yang menyebabkan rasio penerimaan menjadi 
turun, tidak seperti tahun–tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan walaupun 
tidak besar pula. 
4. Analisis Kontribusi Pajak Reklame 
Dari beberapa analisis di atas dapat ditarik kesimpulan atau analisa guna 
mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah setempat 
khususnya Kabupaten Sukoharjo. Dengan rumus sebagai berikut: 
 
    Rata-rata realisasi Pajak Reklame 
Kontribusi =              100% 
  Rata-rata realisasi Pendapatan Daerah 
 
Laju kontribusi pajak reklame dapat dihitung dengan perbandingan antara 
rata–rata realisasi pajak reklame dengan rata–rata realisasi pendapatan daerah 
dikalikan seratus persen.  Besar kontribusi ini digunakan untuk mengetahui 
besarnya kontribusi atau pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan daerah 
apakah mengalami peningkatan atau penurunan, jika memang membawa 
kontribusi yang besar ada baiknya terus diawasi dan ditingkatkan agar para 
produsen produk dan pengusaha reklame lebih tertarik lagi untuk memasang 
reklame sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak reklame terus meningkat 
dan kebutuhan daerah pun dapat terpenuhi.  Untuk mengetahui besar kontribusi 
di Kabupaten Sukoharjo selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel berikut. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel II. 5 
Tingkat Kontribusi Pajak Reklame 
terhadap Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Anggaran 2004 sampai dengan tahun 2006 
 
Tahun 
Anggaran 
Realisasi Pendapatan 
Daerah 
( Rp ) 
Realisasi Pajak 
Reklame 
( Rp ) 
2004 12.015.232.204 754.563.350 
2005 17.654.117.193 889.819.400 
2006 27.524.735.087 1.035.985.325 
JUMLAH 57.194.084.484 2.680.368.075 
RATA - RATA 19.064.694.828 893.456.025 
  Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah.  
 
 
Kontribusi 2004   =   %100
204.232.015.12
350.543.754
´ =  6,28% 
 
Kontribusi 2005   = %100
193.117.654.17
400.819.889
´ =  5,04% 
 
Kontribusi 2006   = %100
087.735.524.27
325.985.035.1
´ =  3,76% 
 
Rata – rata Kontribusi   =   %100
828.694.064.19
025.456.893
´ =  4,68% 
 
Dari tabel dan hasil perhitungan di atas dapat diketahui besar kontribusi 
dari tahun 2004 yang sebesar 6,28%, tahun 2005 sebesar 5,04% hingga tahun 
2006 yang sebesar 3,76% terus mengalami peningkatan yang cukup besar, bahkan 
pada tahun 2006 pendapatan dari pajak reklame mencapai titik 4,68%. Setelah 
diambil rata–rata dari tahun 2004 sampai tahun 2006 kontribusi pajak reklame 
terhadap pendapatan daerah asal 4,94% walaupun mengalami penurunan rata-
rata tetapi tidak berarti pendapatan dari pajak reklame menurun, karena jika kita 
melihat dari sisi besarnya rupiah yang masuk tanpa adanya kenaikan tarif reklame 
pendapatan dari pajak reklame terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut 
membuktikan pajak reklame memberi kontribusi yang cukup besar bagi 
pendapatan daerah yaitu seperduapuluh dari keseluruhan pendapatan daerah. 
Dilihat dari peningkatan kontribusi ini dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja 
BPKD dalam menangani sektor pajak reklame sudah cukup memuaskan tetapi 
tidak berarti bahwa tidak terdapat permasalahan di dalamnya, sebenarnya masih 
banyak terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pajak reklame   Apabila 
dalam penyelenggaraan reklame tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati 
atau melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi menurut peraturan 
pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 tahun 2005. 
 
5. Hambatan yang timbul dalam Proses 
Pemungutan Pajak Reklame dan Sanksi  
sesuai Perda yang berlaku 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui waawancara 
kepada pemimpin BPKD dalam proses pemungutan pajak reklame di lapangan 
maupun di Kantor, BPKD banyak menemukan hambatan–hambatan yang timbul 
dari wajib pajak maupun dari sisi BPKD sendiri yang menyebabkan penerimaan 
pajak reklame kurang maksimal. Beberapa hambatan yang timbul antara lain: 
A. Dari pihak Wajib Pajak. 
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar 
pajak bahkan beberapa dari mereka memang sengaja menghindar 
membayar pajak. 
2. Masih banyaknya Wajib Pajak yang melanggar dangan tidak mentaati 
pembayaran pajak reklame sesuai dengan ketetapan yang berlaku 
dalam pemasangan reklame. 
3. Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di 
luar kota. Karena pajak reklame dibayar tiap tahun maka untuk tahun ke 
dua dan tahun ke tiga menjadi menunggak. 
B. Dari pihak BPKD. 
1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo tentang pajak reklame baik tentang manfaat atau proses 
permohonan ijin dan pemasanganya, sehingga banyak masayarakat 
yang memasang reklame dengan sembarangan. 
2. Keterbatasan personil untuk tim penertib, sehingga tidak dapat 
menjangkau dan mamantau seluruh wilayah di Kabupaten Sukoharjo 
secara teliti. 
3. Peraturan yang dibuat kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 
diantaranya masih adanya sistem negosiasi dalam penetapan pajak yang 
harus dibayar. 
4. Kurangnya peralatan keselamatan untuk membongkar reklame besar 
yang telah habis masa ijinnya. 
6. Penerapan Sanksi 
a. Sanksi Administrasi. 
Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, bupati 
dapat menerbitkan: 
ü SKPDKB 
I. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan yang lainya, pajak 
yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda 2% setiap bulan dihitung dari pajak 
kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 bulan dihitung sejak saat trutang pajak. 
II. SPTPD tidak diampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, dan 
telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 
2% setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sajak saat 
terutang pajak. 
III. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 2% setiap bulan dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak.  
 
 
 
ü SKPDKBT 
Sebagaimana dimaksud apabila ditemukan data baru atau data 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda sebesar 100% setiap bulannya. Apabila dalam kewajibanya 
membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT  
sabagaimana dimaksud tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% 
setiap bulannya. 
b. Sanksi Pidana 
I. Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi tidak benar, atau tidak lengkap atau mlampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
dapat dipidana dengan pidana kurang lebih paling lama satu tahun 
dan atau denda palin banyak dua kali jumlah pajak terutang. 
II. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
dapat dipidan dengan pidana penjara paling lama tahun dan denda 
paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB III 
TEMUAN 
   
 Berdasar analisis dan pembahasan mengenai Tingkat Keefektifan, Potensi, 
dan Kontribusi Pajak Reklame pada Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten 
Sukoharjo menunjukkan data yang diperoleh penulis dari tahun 2001-2006. 
 
Tabel II. 6 
Tingkat Kontribusi Pajak Reklame 
terhadap Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Anggaran 2004 sampai dengan tahun 2006 
 
 
Tahun 
Anggaran 
Realisasi 
Pendapatan 
Daerah 
( Rp ) 
Realisasi Pajak 
Daerah  
( Rp dan peringkat) 
2001 
 
14.787.714.098 
 
 
1. 2.624.118.443 (penerangan jalan umum) 
2.    304.053.800 (pemanfaatan ABT & APT) 
3.     113.964.642 (hotel & restoran) 
4.       91.354.700 (reklame) 
Dst 
2002 
 
 
 
18.555.317.620 
 
 
 
1. 5.077.544.239 (penerangan jalan umum) 
2.   438.399.300 (pemanfaatan ABT & APT) 
3.   145.992.045 (reklame) 
4.   119.077.757 (hotel dan restoran) 
Dst 
 
2003 
 
 
 
 
11.791.388.632 
 
 
 
 
1. 8.465.747.815 (penerangan jalan umum) 
2.    640.764.500 (reklame) 
3.    106.227.788 (restoran) 
4.      46.725.800 (hiburan) 
Dst 
2004 
 
 
 
 
12.015.232.204 1. 10.240.387.090 (penerangan jalan umum ) 
2.      754.563.350 (reklame) 
3.      186. 677.892 (restoran) 
4.        32.617.450 (hiburan) 
dst                                   
2005 17.654.117.193 1. 10.703.396.815 (penerangan jalan umum) 
2.      889.819.400 (reklame) 
3.      230.053.053 (restoran) 
4.        32.790.000 (hotel) 
Dst 
 
2006 
 
27.524.735.087 
1. 12.169.551.511 (penerangan jalan umum) 
2.   1.035.985.325 (reklame) 
3.      246.870.032 (restoran) 
4.        18.740.000 (hiburaan) 
dst 
  Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, data diolah.  
 
 
Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa pos-pos penting yang 
menyumbang dana cukup besar untuk pendapatan daerah, salah satunya adalah dari 
pajak reklame. Dari data yang terkumpul pada tahun 2001, pajak reklame menempati 
posisi keempat. Di tahun 2002, pajak reklame naik menempati posisi ketiga dan terus 
membaik di tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2006 berhasil menempati 
posisi kedua, di bawah pajak penerangan jalan. Hal ini menunjukkkan bahwa pajak 
reklame sangat penting, dan memerlukan perhatian khusus di dalam pengerjaanya. 
Beberapa hal yang ditemukan dalam pembahasan yang berupa kelebihan dan 
kekurangan adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
A. Kelebihan 
a) BPKD Sukoharjo selaku pengelola pajak daerah khususnya pajak reklame 
berusaha menyadarkan wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak, seperti 
berikut ini: 
1. Memberikan penyuluhan serta pembinaan tentang pajak reklame secara 
langsung terhadap wajib pajak yang membutuhkan. 
2. Memasang pamflet yang isinya berupa himbauan kepada wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya. 
3. Memasang spanduk yang isinya meningkatkan wajib pajak kapan masa jatuh 
tempo pembayaran pajaknya. 
b) Melalui pemeran pembangunan yang diadakan setiap tahunnya, selaku 
pengelola pajak daerah khusunya pajak reklame BPKD Sukoharjo membuka Stan 
konsultan pajak yang melayani para wajib pajak untuk berkonsultasi. 
c) Sudah diterapkannya sistem self assessment, wajib pajak diajak proaktif dengan 
menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
d) Potensi pajak reklame pada kenyataannya sudah cukup besar maka perlu upaya 
untuk meningkatkan penrimaan pajak reklame itu sendiri. 
e) Penerimaan pajak reklame yang sudah baik kerena tiap tahunnya mengalami 
penigkatan dari potensi yang ada. 
f) Tokoh–tokoh informal selalu diajak berpartisipasi dan memberikan dukungan 
dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah guna menyukseskan 
pembangunan daerah melalui kesadaran membayar pajak. 
g) BPKD Kabupatan Sukoharjo sangat memperhatikan wajib pajak yang ada di 
Kabupten Sukoharjo, sehingga apabila terjadi permasalahan pihak BPKD selalu 
berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dan kekeluargaan. 
h) Tingkat kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah dapat dikatakan efektif 
jika dilihat dari tercapainya target pajak reklame yang ditetapkan oleh Badan 
Pengelola Keuangan Daerah yang pada umunya dapat dikatakan cukup efektif 
dan optimal. 
i) Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah potensi pajak reklame 
sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga 
menigkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
j) Kebehasilan yang dicapai oleh BPKD Sukoharjo tidak lepas dari baiknya 
koordinasi antara seksi–seksi yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 
B. Kelemahan 
· Masih banyaknya pemasangan reklame yang tidak memperhatikan titik titik 
reklame sehingga menganggu keindahan atau pemandangan jalan tersebut. 
· Kurangnya petugas pajak lapangan yang ahli di bidang pajak reklame 
mengakibatkan kurang maksimalnya pendapatan daerah dari sektor pajak 
reklame. 
· Kurangnya sarana dan prasarana untuk membongkar reklame berukuran besar 
yang sudah habis masa izinnya mengakibatkan molornya masa reklame produk 
yang bersangkutan. 
· Penetapan sanksi–sanksi bagi pelanggar kewajiban pajak belum optimal 
sehingga para pelaku pelanggar kewajiban reklame merasa tidak terlalu 
terbeban atau jera dengan hukuman yang diberikan. 
· Tingkat keefektifan pajak reklame sudah dikelola dengan baik, akan tetapi 
apabila target yang ditetapkan oleh DPRD lebih maksimal, maka kinerja BPKD 
baru dapat dinilai keefektifannya. 
· Masih banyak wajib pajak yang memasang iklan dengan tidak ada ijin 
pemasangan sehingga disebut reklame liar, yang menyebabkan tidak 
maksimalnya pendapatan daerah melalui sektor pajak reklame. 
· Unsur kesengajaan dari wajib pajak guna menghindar dari kewajiban membayar 
yang tentunya berakibat pada rendahnya pajak reklame. 
· Perhitungan potensi yang jauh dari perhitungan sebenarnya dan masih adanya 
sistem negosiasi dalam penetapan pembayaran pajak reklame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
REKOMENDASI 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan dan berkenaan dengan Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame 
pada Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Daerah di Kabupaten 
Sukoharjo sebagai berikut. 
1) Kebijakan-kebijakan peraturan daerah (PERDA) yang di buat oleh dewan di 
dalam pelaksanaan seharusnya lebih disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. 
2) Apabila di lihat dari potensi pajak reklame yang ada di Kabupaten Sukoharjo 
sebenarnya sudah cukup potensial tinggal bagaimana BPKD selaku pengelola 
pajak daerah dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah 
khususnya pajak reklame agar tahun–tahun berikutnya dapat semakin 
meningkat. 
3) Bahwa penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo sudah dikelola 
dengan baik, ini berarti target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola 
Keuangan Daerah telah tercapai secara optimal. Hal ini ditunjukan dari 
realissasi penerimaan pajak reklame tiap tahunnya meningkat. 
4) Target yang ditetapkan oleh dewan sebenarnya tidak menguntungkan karena 
target yang ditetapkan jauh dari potensi sebenarnya sehingga tidak sesuai 
dengan potensi yang ada. Penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi 
yang ada memebuat kinerja BPKD tidak optimal karena mereka sudah 
mencapai target yang ada akibatnya kinerja BPKD kurang maksimal. 
5) Laju pertumbuhan pajak reklame semakin meningkat dari tahun ketahun 
sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. 
6) Apabila dilihat dari laju pertumbuhan pajak reklame selama tahun anggaran 
2004 sampai dengan tahun 2006 sudah sangat baik, sehinnga untuk prospek 
kedepan hanya perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan karena 
reklame juga diperlukan oleh masyarakat. 
7) Semakin majunya teknologi dan perkembangan zaman serta banyaknya 
produk baru yang bermunculan maka membuka peluang BPKD untuk 
meningkatkan penerimaan pajak reklame seiring makin banyaknya reklame 
yang dipasang. 
 
B. Saran 
Dari kesimpulan di atas BPKD Sukoharjo telah berusaha dengan baik untuk 
selalu meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak reklame, hal ini dapat di 
lihatr dari tercapainya target yang ditetapkan. Untuk dapat selalu dapat 
mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak reklame secara efektif, 
penulis dapat memnerikan saran-saran antara lain sebagai berikut: 
a) Perlunya BPKD selaku pengelola pajak daerah khususnya pajak reklame 
untuk mengadakan sosialisasi serta penyuluhan tentang pajak reklame 
kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak 
reklame. 
b) BPKD perlu memupuk dan memelihara kepercayaan masyarakat sehingga 
masyarakat tidak berpikir negativ tentang uang yang mereka bayar sebagai 
pajak tidak di salahgunakan. 
c) Perlunya peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam bidang administrasi 
sehingga wajib pajak lebih mudah untuk melaksanakan kewajibanya 
membayar pajak atau memohon suatu persetujuan. 
d) Perlunya penertiban untuk pemasangan reklame yang menyalahi aturan atau 
sering disebut reklame liar. 
e) Perlunya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar atau tidak, 
kurang memenuhi kewajibannya membayar pajak. 
f) Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan pendataan reklame 
tentang pelunasan pajak maupun yang belum membayar. 
g) Peningkatan jumlah pengawas reklame sehingga munculnya reklame liar 
dapat di minimalisir. 
h) Dengan penigkatan sarana dan prasarana bagi petugas pajak maka akan 
meningkatkan kinerja petugas pajak. 
i) Seharusnya target yang ditetapkan lebih maksimal atau sesuai dengan 
potensi yang ada agar kinerja BPKD bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga 
kinerja BPKD bisa lebih ditingkatkan dan penerimaan pajak reklame bisa lebih 
optimal. 
 
 
KETERBATASAN PENELITIAN 
  Dalam melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupatan 
Sukoharjo penulis mengalami berbagai keterbatasan dan kekurangan data ataupun 
ketidaksempurnaan data yang tersaji, hal tersebut dikarenakan minimnya informasi yang 
didapat dan singkatnya waktu yang ditempuh. Berdasar data yang diperoleh dan data 
yang telah diolah pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja 
BPKD dapat dikatakan efektif apabila memakai target yang ada sekarang tetapi apabila 
target yang ditetapkan sesuai dengan potensi daerah yang sebenarnya maka dapat 
dianggap kinerja BPKD kurang efektif karena target yang ada atau yang ditetapkan juga 
kurang optimal, target tersebut telah dirubah sesuai ketentuan atau telah terjadi tawar 
menawar antara BPKD dan DPR setempat, sehingga target tersebut lebih rendah dari 
seharusnya dan pihak BPKD dapat mencapainya.   
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